Menimbang

Mengingat

NAGARI BINJAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BINJAI TAPAN,

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 6 ayat 2 Peraturan

Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64
Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Nagari, perlu penvesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a diatas, maka dirasa perlu membuat Peraturan

Nagari Binjai Tapan Tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintah Nagari.

1.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77} jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
-Nomor 33 Tahun 2004 tentang

2. Undang-undang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4.

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5495};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Daerah  (Lembaran  Negara Republik
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
publik [ndonesia Nomor 5587) sebagaimana
) diubah terakhir dengan Undang
¢ 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
'i'c* ag Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Daerah  (Lembaran Negara e publik
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

nesia Nomor 5679);

7 Nomor 43 Tahun 2014 tentang
, Undang-Undang Nomor 6 Tahun
nbaran Negara Republik Indonesia

3 'lebahan Lembaran Negara
or 5539) sebagaimana telah
rintah Nomor 47 Tahun
Peraturan Pemerintah
deraturan Pelaksanaan

MM tentang Desa

";=_ | Tahun 2015 Nomor

Republik Indonesia

i m Tahun 2014




Menetapkan

MEEMUTUSKAN ¢

PERATURAN NAGARI TENTANG STRUKTUR ()R(U”d‘\ll}:/\."’ll DAN
TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
PPasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan ¢

1 8

w

Nagari adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, :.Wh'::;(ijm::::::;:I:T‘alt:::
Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum  yang memi emprirital
wilayah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusarn j ) i huk.
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan |)|-nkr_||-m| mn..wm:-n .u . X
asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Republik Indonesia. '
Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Camat adalah Perangkat Daerah vang mengepalai wilayah kerja kecamatan
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh
Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Nagari.

Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Nagari adalah Sekretaris Nagari, Pelaksana Teknis Lapangan dan
Pelaksana Kewilayahan,

Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari,
dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanija Nagari atau
perolehan hak lainnya yang sah.

BAR 11
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH NAGAR]
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi Pemerintah Nagari
Pasal 2

(1) Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

{2) Perangkat Nagari terdiri dari Sekretariat Nagari, Pelaksana Kewilay

Pelaksana Teknis.

{3) Perangkat Nagari berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Nagari.

(4) Sekretariat Nagari dipimpin oleh Sekretaris Nagari dibantu oleh unsur staf
sekretariat yang bertugas membantu Wali Nagari dalam Bidang Administrasi

Pemerintahan.

{S) Sekretariat Nagari terdiri dari 3 {Tiga) urusan yaitu :

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
b. Kepala Urusan Perencanaan: dan

ahan dan



n atau Kepala Kampung merupakan unsur pembantu

» 1 ~
satuan  tugas kewilayahan dengan jumlah 2 (Dua)

kan unsur pembantu Wali Nagari sebagai pelaksana

F sebagaimana tecantum dalam
ol




mutasi tanah dan pencatatan

ar ngkat Nagari;
udukan, administrasi pembangunan

Vali Nagari berhalangan;

ud pada ayat (3) uraian




rapat,  pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan
pelayanan umum. ’ ’
b. Kepala Urusan Perencanaan

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nagari (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (REF)

Nagari;

2. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan :
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di
Kampung dan/atau di Nagari;

3. mengelola arsip perencanaan pembangunan;

4. Mengumpulkan dan menganalisa segala informasi dan data ;
bahan untuk menyusun Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan
Keputusan Wali Nagari di bidang pemerintahan;

5. Membukukan dan pemberian nomor, tahun dan tanggal
pengundangan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan
Keputusan Wali Nagari dalam Lembaran Daerah;

6. Membantu Wali Nagari dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi
masvarakat dalam pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil-
hasil pembangunan nagari;

7. Membantu Wali Nagari dalam pengembangan perekonomian
masyarakat nagari;

8. Membantu Wali Nagari dalam upaya pelestarian lingkungan nagari;

9. Menviapakan bahan penvusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Nagari (LPPN) dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari;

10. Menyviapkan bahan penyusunan RAPB Nagari;

11. Membantu pelaksanaan pemungungan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah vang ada di Nagari bersama dengan Instansi terkait;

12. Mengkoordinir pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan
membuat laporannya kepada Camat;

13. Melaksanakan dan mengkoordinir pemunguntan dan Pendapatan Asli
Nagari (PAN) serta melaporkan hasilnya kepada Wali Nagari melalui
Sekretaris Nagari dan menyerahkan kepada Kepala Urusan Keuangan;

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala Urusan Keuangan:

1. Melaksanakan fungsi kebendaharaan dan memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak atas Nama Pemerintah Nagari;

2. Menvusun RAK Nagari;

3. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,
menvetorkan/membayvar, dan mempertanggung jawabkan penerimaan
pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB
Nagari;

4. Bersama-sama dengan Kepala Seksi dan Kepala Urusan membuat
Surat Permintaan Pembavaran (SPP) belanja vang diketahui Sekretaris
Nagan disetujui oleh Wali Nagari;

5. Menyelenggarakan tata usaha baik uang maupun barang milik
Pemerintah Nagari secara tertib dan teratur;

Nagari dalam

sebagai



5 Menghtmm seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran
serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang
Maupun barang secara tertb dan teratur :

7. Mengerjakan buku kas umum, buku kas pembantu, buku barang dan

- buku-buky lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
8. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga
Kepala Kampung
y Pasal 7
(1 Tugas pelaksana kewilayahan dalam hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
ayat (6) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan
pe gunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan
irakat nagari di wilayah kerjanya.

ARKSATNAK

2 an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
entraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
' ~kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
b. 1
eak

d pada ayat (2) uraian



Bagaian Keempat
Pelaksana Teknis
Seksi Pemerintahan
h“ 5 Pasal 8
lahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (8) huruf a bertugas
o WQH Nagari dalam pelaksana tugas operasional bidang

 melaksanakar wsas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
' mjemen tata praja pemerintahan;
sunan rancangan regulasi nagari;
si kependudukan;

msoakil -

 dan ketertiban;




- Kesejaht
eraan
id Pasal 2 dan Pelayanan sebagaimana dimaksud sehagalmana
tuga ayat (8) huruf b bertugas membantu wali Nagari dalam
$ operasional bidang Kesejahteraan dan Pelayanan masya rakat

mﬂkﬂ o n tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal
n pemhn;ulan sarana prasarana di nagari;

pemenuhan kebutuhan dasar di nagari se

: lmaehatan

' nbangan potensi ekonomi lokal nagari;

matan sumber daya alam dan lingkungan secara

perti pada bidang

sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang
ngku gan hidup, pemberdayaan keluarga,

|1

dan maﬁva:si terhadap pelaksanaan hak dan

sipasi masyarakat, pelestarian nilai
an ketenagakerjaan.

can bimbingan keagamaan,
beragama, serta membina
bantuan terhadap korban

pldl ayat (2) uraian




HBAR V
LARANGAN BAGI PERANCGKAT NAGARI
Pasal 10

m. pnrtaj politik;

mtan dengan Wali Nagari, Angpota BAMUS Nagari dan

katan;
an yang ditentukan untuk menjadi perangkat Nagari,
| yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat
Merlnmh Nagari dan masyarakat;
kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi
gurugikan kepentingan Negara, Pemerintah,
intah Nagari dan masyarakat Nagari;
bertindak sewenang-wenang, me lakukan
diluar ketentuan peraturan perundang

pan dengan ketentuan peraturan
yrma /adat istiadat yang hidup dan

, menerima uang barang
~ mempengaruhi  keputusan

milihan Umum, Pemilihan




ran Nagari ini sepanjan
t dalam Peraturan w

£ mengenai teknis
ali Nagari dan/atan

Ditetapkan di - Binjai Tapan
8 Januari 2019







